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Abstract

�3XQLWLYH�DWWLWXGHV�RI� ODZ�HQIRUFHUV� LQ�VRPH�FULPLQDO�FDVHV�VHHP�QRW� WR�EHQH¿W� WKH�

FRQYLFW�� DV� LW� GRHV� QRW� VXSSRUW� WKH�PDLQ� REMHFWLYH� RI� WKH� FULPLQDO� MXVWLFH� V\VWHP��7KLV� LV�

EHFDXVH�RI� WKH�DEVHQFH�RI�ELQGLQJ�GLUHFWLRQ�ZKLFK�JXLGHV� MXGJHV� LQ�PDNLQJ�MXGJPHQWV�� ,Q�

RUGHU� WR�EHQH¿W� WKH�FRQYLFW��FULPLQDO� ODZ�VKRXOG� IRUPXODWH�D�ELQGLQJ�GLUHFWLRQ�DV�ZHOO�DV�

LQGLYLGXDOL]LQJ�SXQLVKPHQW�ZKLFK�ELQG�DOO�WKH�FULPLQDO�FRXUW��0RUHRYHU��WKHUH�VKRXOG�DOVR�

EH�D�FRPPRQ�XQGHUVWDQGLQJ�DPRQJ�ODZ�HQIRUFHUV�WKDW�SXQLWLYH�DWWLWXGH�VKRXOG�EH�EDODQFHG�

ZLWK�FXULQJ�DWWLWXGH��7KHUHIRUH��SK\VLFDO��VXEVWDQWLDO�DQG�FXOWXUDO�V\QFKURQL]DWLRQ�DUH�QHHGHG��

7KH�SK\VLFDO�V\QFKURQL]DWLRQ�FDQ�EH�FRQGXFWHG�WKURXJK�V\QHUJ\�DPRQJ�ODZ�HQIRUFHUV�DV�SDUW�

RI�WKH�FULPLQDO�MXVWLFH�V\VWHP��7KH�VXEVWDQWLDO�V\QFKURQL]DWLRQ�FDQ�EH�UHDOL]HG�WKURXJK�WKH�

DYDLODELOLW\�RI�FRPPRQ�XQGHUVWDQGLQJ�DPRQJ�ODZ�HQIRUFHV�

Kata Kunci��� SXQLWLYH�DWWLWXGH��WKH�DLP�RI�SXQLVKPHQW��V\QFKURQL]DWLRQ��SK\VLFDO�V\QFKURQL-

]DWLRQ��VXEVWDQWLDO�V\QFKURQL]DWLRQ��FXOWXUDO�V\QFKURQL]DWLRQ��
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A. Pendahuluan

Artikel yang ditulis oleh seorang 

budayawan, Emha Ainun Najib, di harian 

Kompas halaman 7 Tanggal 20 Desember 

tahn 2008 dengan judul “Penjara Sebagai 

Pertolongan Terendah”, patut mendapatkan 

perhatian bagi pemerhati persoalan pidana 

dan pemidanaan. Judul artikel tersebut, 

meskipun persepsi yang bersifat subyektif 

ditujukan in casu Lia Aminudin yang 

mengaku di dalam dirinya ”menyatu” Imam 

Mahdi, Maryam dan Jibril, sehingga tidak 

terlalu tepat apabila terhadap dirinya dikenai 

dengan pidana penjara, tetapi bukan tidak 

mungkin mewakili banyak kasus yang terjadi 

di dalam masyarakat. Melalui judul tersebut, 

menyiratkan pandangan bahwa penjara tidak 

selalu bermanfaat bagi seseorang yang oleh 

hukum pidana dianggap bersalah, kalaupun 

ada manfaatnya, manfaat yang diperoleh 

bersifat minimalis.

Manfaat pidana bagi orang yang diang-

gap melanggar hukum karena kepercayaan 

atau idiologi tertentu seringkali dipersoal-

kan karena dianggap tidak tepat. Kepada 

mereka yang dikenakan seharusnya bukan 

pidana tetapi therapy sosial yang bersifat pe-

nyadaran atau merubah pola pikir atas suatu 

hal tertentu. Demikian pula terhadap orang 

yang menderita ketergantungan terhadap 

obat-obatan terlarang (narkoba), akan lebih 

tepat apabila mendapatkan therapy medis. 
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Pendapat seperti ini kadangkala mendapat-

kan pembenaran ketika lembaga penjara atau 

istilah menurut bahasa perundang-undangan 

disebut lembaga pemasyarakatan, dianggap 

gagal menjalankan fungsinya dengan tolok 

ukur terjadinya recidive dan/atau UHFRQ¿F-

WLRQ�

Diakui atau tidak diakui, di kalangan 

praktisi hukum masih ada persepsi bahwa 

pidana merupakan satu-satunya reaksi 

paling tepat atas perilaku yang dianggap anti 

sosial. Kepada mereka yang perbuatannya 

memenuhi rumusan delik harus dikenai 

dengan pidana. Akibatnya, sekalipun pidana 

penjara masih mempunyai manfaat, tetapi 

manfaat pemidanaan yang diperoleh dalam 

kasus tertentu kadang-kadang dianggap 

bersifat minimalis. Dalam keadaan yang 

demikian seringkali lembaga pemasyarakatan 

juga dinilai gagal menjalankan perannya. 

Padahal, sebagai bagian dari sub sistem 

peradilan pidana, kegagalan tersebut 

tidak dapat dibebankan kepada lembaga 

pemasyarakatan semata. Bukan tidak 

mungkin persepsi manfaat pidana yang 

bersifat minimalis oleh masyarakat tersebut 

dikarenakan tidak optimalnya sub sistem 

peradilan pidana lainnya seperti kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan dalam memahami 

tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. 

Kepolisian sebagai pintu masuk pertama 

sebuah perkara pidana dalam peradilan 

pidana juga dituntut mempunyai kepekaan 

terhadap hakekat perbuatan yang dilakukan 

oleh terdakwa. Demikian pula kejaksaan 

dan pengadilan sangat menentukan dalam 

menetapkan manfaat pidana yang akan 

dikenakan kepada terdakwa di kemudian 

hari.

Sehubungan dengan adanya penilaian 

manfaat pidana yang minimalis terhadap 

seseorang yang dianggap bersalah menurut 

hukum pidana, tulisan berikut ini tidak 

akan membahas kinerja dari masing-masing 

subsistem peradilan pidana, tetapi akan 

menelisik kembali maksud dilakukannya 

pemidanaan melalui sistim peradilan 

pidana. Persoalannya adalah apakah sikap 

memidana melalui pidana perampasan 

kemerdekaan oleh aparat penegak hukum 

telah mempertimbangkan masa depan 

terpidana? Apakah yang menjadi tujuan 

pemidanaan?

B. Sistem Peradilan Pidana

Gagalnya terpidana menjadi anggota 

masyarakat yang baik, sering dialamatkan 

kepada lembaga pemasyarakatan sebagai 

biang keladi kegagalan dari sistem 

peradilan pidana. Namun apabila kita 

sepakat bahwa sistem peradilan pidana 

merupakan salah satu bagian dari sistem 

sosial untuk menanggulangi kejahatan dan 

merehabilitasi perilaku anti sosial, maka sub 

sistem pendukung peradilan pidana seperti 

kepolisan, kejaksaan, pengadilan, advokat, 

dan lembaga pemasyarakatan melaksanakan 

gerak sistemik secara keseluruhan dan 

merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha 

mentransformasikan masukan menjadi 

luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan 

pidana. Ada yang menggambarkan bahwa 

sistem peradilan pidana digambarkan seolah-

olah terintegrasi tetapi terpisah secara tegas. 

Terhubungnya atau terintegrasinya masing-

masing sub sistem seperti kartu ‘domino’. 

Dalam pengertian yang demikian, maka 

lembaga pemasyarakatan atau lembaga 



� 0DUFXV��6LNDS�0HPLGDQD�<DQJ�%HURULHQWDVL�3DGD�7XMXDQ�3HPLGDQDDQ� 95

penjara sebagai sub sistem peradilan 

pidana mempunyai tugas yang sangat 

strategis yaitu mewujudkan tujuan akhir 

dari sistem peradilan pidana yang bertugas 

melakukan rehabilitasi dan resosialisasi 

pelaku tindak pidana, dalam kerangka 

pengendalian dan pencegahan kejahatan. 

Dalam kedudukannya sebagai pembina para 

terpidana, posisi lembaga pemasyarakatan 

adalah merealisasikan tujuan akhir dari 

sistem peradilan pidana. Pendeknya, tugas 

lembaga pemasyarakatan adalah memulihkan 

kesatuan hubungan sosial (reintegrasi 

sosial) warga binaan (nara pidana) dengan 

atau kedalam masyarakat, melalui suatu 

proses yang melibatkan unsur-unsur 

(elemen-elemen) petugas pemasyarakatan, 

narapidana, dan masyarakat.1

Sehubungan dengan adanya persepsi 

bahwa luaran dari lembaga pemasyarakatan 

belum seperti yang diharapkan, maka dalam 

perspektif sistem peradilan pidana kiranya 

tidak sepenuhnya tepat kegagalan itu hanya 

dibebankan kepada lembaga pemasyarakatan. 

Dalam perspektif sistem peradilan pidana 

(LQWHJUDWHG� FULPLQDO� MXVWLFH� V\VWHP), maka 

kegagalan dari lembaga pemasyarakatan 

tidak hanya dilihat dari instrumen penjara, 

tetapi harus dilihat pula dalam keseluruhan 

gerak dari sistem peradilan tersebut, sebab 

bukan tidak mungkin kegagalan itu sebagai 

akibat dari kesalahan sub sistem lain yang 

menjadi mata rantai sistem peradilan pidana. 

Hal itu dikarenakan masing-masing sub 

sistem masih berpikir secara parsial dan 

belum melihat totalitas dari gerak sistem 

untuk mencapai tujuan akhir dari sistem 

peradilan pidana.

Untuk mewujudkan kerampakan gerak 

masing-masing sub sistem peradilan pidana 

dalam mencapai tujuan akhir sistem peradilan 

pidana, yaitu mengendalikan kejahatan 

dan merehabilitasi terpidana, diperlukan 

perangkat peraturan berupa pedoman 

pemidanaan yang mengikat keseluruhan 

sub sistem dan terbangunnya budaya hukum 

(OHJDO� FXOWXUH) aparat hukum yang akan 

memobilisasi norma agar nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya menjadi manifest. 

Pekerjaan membangun budaya hukum harus 

berlangsung terus menerus dan terjaga, sebab 

sebagai bagian dari sistem sosial, sistem 

peradilan pidana (SPP) merupakan sistem 

yang unik. Apabila dilihat dari tujuannya, 

SPP mempunyai tujuan-tujuan yang bersifat 

welfare, yaitu untuk pengendalian kejahatan 

dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Namun 

apabila dilihat dari cara-cara mencapai 

tujuannya, SPP menggunakan cara-cara 

yang bersifat unwelfare, misalnya melalui 

perampasan kemerdekan, penyitaan harta 

EHQGD�� VWLJPDWLVDVL�� GHULWD� ¿VLN� GDQ� ODLQ�

sebagainya. Sehubungan dengan sifat yang 

antagonistis antara tujuan dan cara-cara yang 

dipakai untuk mencapai tujuan itu, maka SPP 

sebagai bagian dari sub sistem sosial sangat 

rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaaan. 

Apalagi SPP sebagai RSHQ� V\VWHP dalam 

pengertian bahwa SPP dalam geraknya akan 

selalu mengalami interface yaitu interaksi, 

interkoneksi dan interdependensi dengan 

lingkungannya dalam peringkat-peringkat 

1 Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Sorangkir, 1995, /HPEDJD�3HPDV\DUDNDWDQ�GDODP�3HUVSHNWLI�6LVWHP�

Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 66.
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masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, 

dan teknologi, serta subsistem-subsistem 

dari SPP itu sendiri, sangat memungkinkan 

terjadinya bias dalam pencapaian tujuan dari 

SPP itu sendiri yang sangat membahayakan 

bagi masyarakat. Tepatlah yang dikatakan 

Packer2 yang mengatakan bahwa ³7KH�

FULPLQDO�VDQFWLRQ�LV�DW�RQH�SULPH�JXDUDQWRU�

DQG�SULPH�WKUHDWHQHU�RI�KXPDQ�IUHHGRP��8VHG�

SURYLGHQWO\� DQG� KXPDQHO\� LW� LV� JXDUDQWRU��

XVHG� LQGLVFULPLQDWHO\� DQG� FRHUFLYHO\�� LW� LV�

WKUHDWHQHU�´

Menurut Muladi3 tujuan pemidanaan 

dijadikan patokan dalam rangka menunjang 

bekerjanya sistem peradilan pidana dimak-

sudkan untuk menciptakan sinkronisasi 

\DQJ� EHUVLIDW� ¿VLN�� PHOLSXWL� VLQNURQLVDVL�

struktural (VWUXFWXUDO� V\QFKURQL]DWLRQ), sin-

kronisasi substansial (VXEVWDQVLDO�V\QFKURQL-

zation) dan dapat pula bersifat sinkronisasi 

kultural (FXOWXUDO� V\QFKURQL]DWLRQ). Dalam 

hal sinkronisasi kultural, keserempakan 

dan keselarasan dituntut dalam mekanisme 

administrasi peradilan pidana (WKH�DGPLQLV-

WUDWLRQ� RI� MXVWLFH) dalam rangka hubungan 

antar lembaga penegak hukum. Sedangkan 

menyangkut sinkronisasi subtansial, maka 

keserempakan itu mengandung makna baik 

vertikal maupun horizontal dalam kaitannya 

dengan hukum positif yang berlaku. Semen-

tara sinkronisasi kultural mengandung mak-

na untuk selalu serempak dalam menghayati 

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan fal-

safah yang secara menyeluruh mendasari 

jalannya sistem peradilan pidana. Pemaham-

an atas tujuan pemidanaan melalui tiga pi-

lar administrasi peradilan pidana tersebut 

di atas (sustansial, struktural, dan kultural) 

merupakan prasyarat yang harus dipenuhi 

apabila tidak ingin terjadi bias antara tujuan 

pemidanaan dengan tujuan dari sistem pera-

dilan pidana.

C. Diskursus Pemidanaan

Pernyataan yang dikemukakan oleh 

Emha Ainun Najib di atas, sebenarnya bukan 

hal yang baru, tetapi telah lama menjadi 

perdebatan diantara para ahli hukum pidana, 

bahkan telah mengkristal dalam beberapa 

aliran pemikiran. Penggunaan hukum pidana 

sebagai sarana penanggulangan kejahatan 

merupakan cara yang ditengarai oleh 

banyak orang sebagai cara yang paling tua, 

setua peradaban manusia itu sendiri. Ada 

yang menyebut cara ini sebagai 7KH� ROGHU�

SKLORVRSK\�RI�FULPH�FRQWURO�4

Seperti halnya kritik Emha Ainun Najib 

terhadap lembaga penjara, dari sisi kebijakan, 

ada yang mempermasalahkan apakah 

kejahatan itu perlu ditanggulangi, dicegah 

atau dikendalikan dengan menggunakan 

sanksi pidana. Untuk menjawab persolan ini 

terdapat sekelompok orang yang berpendapat 

bahwa pelaku kejahatan atau pelanggar 

hukum tidak perlu dikenakan pidana, 

karena pidana merupakan peninggalan dari 

kebiadaban kita di masa lalu �D� YHVWLJH� RI�

RXU�VDYDJH�SDVW�, yang seharusnya dihindari. 

Pendapat ini didasarkan pada pandangan 

bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan 

2 Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California, hlm. 9.
3 Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hlm. 2.
4 Gene Kassebaum, 1974, 'HOLQTXHQF\�DQG�6RFLDO�3ROLF\��Prentice-Hall, Inc., London, hlm. 93.
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atau pengenaan penderitaan yang kejam. 

Pidana dan pemidanaan merupakan cerminan 

dari sejarah hukum pidana masa lalu yang 

penuh dengan gambaran-gambaran kelam 

mengenai perlakuan terhadap terpidana yang 

menurut ukuran-ukuran saat ini dipandang 

sangat kejam dan melampaui batas.

Pendapat yang menganggap para 

pelanggar hukum pidana tidak perlu dikena-

kan pidana ditopang oleh gerakan pembaha-

ruan pidana di Eropa Kontinental dan Inggris 

yang merupakan reaksi humanitis terhadap 

kekejaman pidana.5 Bertolak dari pandangan 

itu pula ada yang berpendapat bahwa teori 

retributif atau teori pembalasan dalam pemi-

danaan merupakan D�UHOLF�RI�EDUEDULVP�6

Di samping alasan gambaran kelam 

sejarah pelaksanaan pidana di masa yang 

lalu terdapat pula dasar pemikiran yang 

EHUVLIDW� ¿OVDIDWL� EHUGDVDU� SDKDP� ¿OVDIDW�

determinisme dan indeterminisme.7 Pa-

ham determinisme menyatakan orang tidak 

mempunyai kehendak bebas dalam melaku-

kan suatu perbuatan karena didorong oleh 

faktor-faktor yang terdapat di dalam dirinya, 

misalnya bakat, jiwa yang abnormal dan lain 

sebagainya, dan faktor-faktor yang terdapat 

di luar dirinya, seperti keadaan masyarakat, 

kondisi perekonomian dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, menurut paham deter-

minisme, kejahatan sebenarnya merupakan 

manifestasi dari keadaan jiwa seseorang 

yang abnormal. Pelaku kejahatan tidak dapat 

dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak 

dapat dikenakan pidana. Seorang penjahat 

merupakan jenis manusia khusus yang me-

miliki ketidaknormalan organik dan mental, 

sehingga bukan pidana yang seharusnya 

dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan 

adalah tindakan-tindakan perawatan yang 

bertujuan memperbaiki.

Menurut Olof Kinberg, seorang ahli 

psikiatri forensik dan kriminolog Swedia, 

kejahatan pada umumnya merupakan per-

wujudan ketidaknormalan atau ketidak-

matangan si pelanggar �7KH� H[SUHVVLRQ� RI�

DQ� RIIHQGHU¶V� DEQRUPDOLW\� RU� LPPDWXULW\� 

yang lebih memerlukan tindakan perawatan 

(treatment) daripada pidana.8 Sejalan dengan 

pemikiran Kinberg seorang kriminolog lain-

nya bernama Karl Meninger berpendapat 

bahwa “sikap memidana” �SXQLWLYH�DWWLWXGH� 

harus diganti dengan “sikap mengobati” 

�WKHUDSHXWLF�DWWLWXGH��9

Sebaliknya pandangan indeterminisme 

berpandangan bahwa pada dasarnya manusia 

mempunyai kehendak bebas, sekalipun 

sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor-

faktor dari dalam atau dari luar dirinya, 

sehingga yang bersangkutan dianggap dapat 

menentukan kehendaknya.

5 M. Cherif Bassiouni, 1978, 6XEVWDQWLYH�&ULPLQDO�/DZ��&KDUOHV�7KRPDV�3XEOLVKHU��6SULQJ¿HOG��,OOLRQLV��86$��

hlm. 86, dengan menunjuk B. Malinowski, 1964, &ULPH�DQG�&XVWRP�LQ�6DYDJH�6RFLHW\, dan E. Hoebel, 1961, 

7KH�/DZ�RI�3ULPLWLYH�0DQ��
6 Smith & Hogan, 1978, &ULPLQDO�/DZ, 4th, Butterworths, London, hlm. 6.
7 Bambang Poernomo, 1993��$VDV�$VDV�+XNXP�3LGDQD, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 142. 
8 Pandangan Kinberg di Swedia ini kemudian dilanjutkan oleh Karl Schyter. Lihat J. Andenaes, 1965, 7KH�*HQHUDO�

3DUW�RI�WKH�&ULPLQDO�/DZ�RI�1RUZD\, hlm. 86 dan 91.

 Menurut K. Schyter, istilah KUHP (&ULPLQDO�&RGH) harus diganti dengan “Kitab Undang undang Perlindungan 

Masyarakat” (6RFLDO�'HIHQFH�&RGH) atau “Kitab Undang-Undang tentang Perlindungan” (&RGH�RI�3URWHFWLRQ).
9 Stanley E. Grup, 1971, 7KHRULHV�RI�3XQLVKPHQW, Indiana University Press, London, hlm. 25.
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Roeslan Saleh10, salah satu ahli hukum 

pidana Indonesia berpendapat lain. Alam 

pikiran untuk menghapuskan pidana dan 

hukum pidana seperti dikemukakan di atas 

adalah keliru. Beliau mengemukakan tiga 

alasan yang cukup panjang mengenai masih 

perlunya pidana dan hukum pidana dengan 

alasan sebagai berikut: 

�� Perlu tidaknya hukum pidana tidak 

terletak pada persoalan tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai, tetapi terletak 

pada persoalan seberapa jauh untuk 

mencapai tujuan itu boleh menggunakan 

paksaan.

�� Persoalan bukan terletak pada hasil yang 

akan dicapai, tetapi dalam perimbangan 

antara nilai dari hasil itu dan nilai dari 

batas-batas kebebasan pribadi masing-

masing.

�� Ada usaha-usaha perbaikan atau per-

awatan yang tidak mempunyai arti 

sama sekali bagi si terhukum; dan di 

samping itu harus tetap ada suatu reaksi 

atas pelanggaran-pelanggaran norma 

yang telah dilakukannya itu dan tidak-

lah dapat dibiarkan begitu saja.

�� Pengaruh pidana atau hukum pidana 

bukan semata-mata ditujukan pada si 

penjahat, tetapi juga untuk mempenga-

ruhi orang yang tidak jahat yaitu warga 

masyarakat yang mentaati norma-nor-

ma masyarakat.

Memperhatikan alasan-alasan di atas, 

Roeslan Saleh tetap mempertahankan 

adanya pidana dan hukum pidana. Istilah 

yang digunakan oleh Roeslan Saleh sendiri 

ialah “masih adanya dasar susila dari hukum 

pidana”.

Pendekatan dari sudut politik tentang 

perlu tidaknya hukum pidana sebagai 

sarana penganggulangan kejahatan terlihat 

pula dari pendapat Van Bemmelen yang 

mengemukakan sebagai berikut11:

�� Jika kita mendekati hukum pidana bu-

kan dari sudut pidananya tetapi dari “ 

sudut ketentuan-ketentuan perintah dan 

larangan serta dari sudut penegakan ke-

tentuan-ketentuan itu (yakni penegakan 

hukum), dan khususnya dari sudut hu-

kum acara pidana, maka kita tidak lagi 

begitu condong untuk membuang hu-

kum pidana.

�� Jika kita mendekati hukum pidana dari 

sudut ketentuan-ketentuan perintah dan 

larangan, kita sadar bahwa ada perbua-

tan-perbuatan melawan hukum tertentu 

yang tidak mungkin diterima oleh ma-

syarakat. Makar terhadap kepala negara 

tidak mungkin diterima oleh negara. 

Begitupun masyarakat tak mungkin 

dapat menerima bahwa manusia yang 

satu secara bebas membunuh orang lain 

atau dengan sengaja merusak, meng-

hilangkan atau mengambil suatu benda 

milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.

�� Oleh karena itu selalu perlu ada 

ketentuan atau larangan dan selalu 

ada pelanggaran-pelanggaran terhadap 

ketentuan dan larangan tersebut dimana 

tidak mungkin pemerintah membiarkan 

perlindungan terhadap pelanggaran 

itu berada di tengah individu. Apabila 

10 Roeslan Saleh, 1971, 0HQFDUL�$VDV�$VDV�8PXP�\DQJ�6HVXDL�XQWXN�+XNXP�3LGDQD�1DVLRQDO, Kumpulan Bahan 

Upgrading Hukum Pidana, Jilid 2, hlm.15-16. 
11 Van Bemmelen, 1979, Onstrafrecht, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel, Zesde Herziene Druk, H.D. Tjeenk 

Willink, Groningen, hlm. 21-22.
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A membunuh tetangganya B, maka 

mungkin sekali negara membiarkan 

keluarga B untuk menuntut ganti rugi 

pada A. Tetapi apabila keluarga B 

juga membiarkan untuk membunuh A, 

maka kita kembali kepada pembalasan 

berdarah dan pada suatu keadaan hukum 

yang kacau seperti juga dahulu. Suatu 

alasan sebab apa hukum pidana tidak 

dapat dihapuskan ialah bahwa hukum 

pidana dengan teliti menunjuk dalam 

hal-hal mana negara berhak untuk 

bertindak terhadap seorang penduduk 

lewat jalan hukum acara pidana”.

Alf Ross juga termasuk golongan yang 

tidak setuju dengan aliran yang bertujuan 

menghapuskan sanksi pidana. Menurut Alf 

Ross concept of SXQLVKPHQW� bertolak pada 

dua tujuan utama, yaitu:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan 

penderitaan terhadap orang yang 

bersangkutan (SXQLVKPHQW� LV� DLPHG�

DW� LQÀLFWLQJ� VXIIHULQJ� XSRQ� WKH� SHUVRQ�

XSRQ�ZKRP�LW�LV�LPSRVHG); dan

2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan 

pencelaan terhadap perbuatan si pelaku 

(WKH� SXQLVKPHQW� LV� DQ� H[SUHVVLRQ� RI�

GLVDSSURYDO�RI�WKH�DFWLRQ�IRU�ZKLFK�LW�LV�

imposed).

Berdasar dua tujuan utama tersebut, 

akhirnya Alf Ross berkesimpulan bahwa 

sebenarnya yang menjadi sasaran dari aliran 

abolisionis ialah “pidana sebagai pencelaan, 

bukan pidana sebagai penderitaan” 

�SXQLVKPHQW�DV�GLVDSSURYDO��QRW�SXQLVKPHQW�

DV�VXIIHULQJ��

Analisis paham abolisionis tersebut 

diatas, menurut Brants sebagaimana 

dikutip Romli Atmasasmita, lebih banyak 

ditujukan terhadap kegagalan dari sistem 

peradilan pidana dibandingkan terhadap 

keberhasilannya.12 Dalam konteks sistem 

hukum pidana, penulis berpendapat bahwa 

pidana masih layak dipertahankan, tetapi 

sependapat pula dengan Cohen yang 

menyatakan nilai-nilai yang melandasi 

paham abolisionis masih masuk akal 

untuk mencari alternatif sanksi yang lebih 

manusiawi, layak dan efektif daripada 

lembaga seperti penjara.13

Berkenaan dengan penggunaan sanksi 

pidana sebagai sarana penanggulangan 

kejahatan, kajian hukum pidana pada 

umumnya membedakan bentuk sanksi 

menjadi dua, yaitu pidana� �VWUDI�� dan 

tindakan��PDDWUHJHO�. Menurut Sholehuddin 

keduanya bersumber dari ide dasar yang 

berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide 

dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. 

Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari 

ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan 

itu”.14 Bertolak dari ide dasar yang berbeda 

membawa konsekuensi sifat kedua sanksi itu 

berbeda pula. Sanksi pidana bersifat reaktif 

terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi 

tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap 

pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi 

pidana ditujukan pada perbuatan salah yang 

12 Romli Atmasasmita, 1996, 6LVWHP�3HUDGLODQ�3LGDQD��3HUVSHNWLI�(NVLVWHQVLDOLVPH�GDQ�$EROLVLRQLVUQH, Binacipta, 

Bandung, hlm. 101.
13 ,ELG���hlm. 99.
14 Sholehuddin, 2003, 6LVWHP�6DQNVL�GDODP�+XNXP�3LGDQD��OGH�'DVDU�'RXEOH�7UDFN�6LVWHP�	�OPSOHPHQWDVLQ\D, 

37�5DMD�*UD¿QGR�3HUVDGD��-DNDUWD��KOP�����
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dilakukan seseorang melalui pengenaan 

penderitaan agar yang bersangkutan menjadi 

jera, sedangkan sanksi tindakan lebih terarah 

pada upaya memberi pertolongan pada 

pelaku agar ia berubah.

Sanksi pidana lebih menekankan unsur 

pembalasan (pengimbalan) yang merupakan 

penderitaan yang sengaja dibebankan 

kepada seorang pelanggar, sedangkan 

sanksi tindakan, bersumber dari ide dasar 

perlindungan masyarakat dan pembinaan 

atau perawatan si pembuat.15 J.E. Jonkers 

menyatakan titik berat sanksi pidana adalah 

pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan 

yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan 

mempunyai tujuan yang bersifat sosial.16

Sanksi pidana bertujuan memberi 

penderitaan kepada pelanggar supaya 

pelanggar merasakan akibat dari 

perbuatannya, serta berpikir bahwa 

perbuatan yang telah dilakukan memperoleh 

pencelaan17 dari masyarakat. Dengan 

demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi 

tindakan terletak pada ada tidaknya unsur 

pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur 

penderitaan18, sedangkan pada sanksi 

tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.19 

Singkatnya, sanksi pidana berorientasi 

pada ide pengenaan sanksi terhadap 

pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi 

tindakan berorientasi pada ide perlindungan 

masyarakat.20 Dengan demikian sanksi 

pidana dan tindakan memiliki perbedaan 

ide dasar, tujuan dan sifatnya. Kedua jenis 

sanksi tersebut ditetapkan dalam kedudukan 

yang sejajar atau setara dalam kebijakan 

legislasi.

D. Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana kepada orang 

yang dianggap bersalah menurut hukum 

pidana, secara garis besar dapat bertolak 

dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ 

atau untuk kepentingan di masa yang akan 

datang. Apabila bertolak dari perbuatan 

di masa lalu, maka tujuan pemidanaan 

adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila 

berorientasi untuk kepentingan di masa yang 

akan datang, maka tujuan pidana adalah 

untuk memperbaiki kelakuan terpidana. 

Menurut Herbert L. Packer, ada dua 

pandangan konseptual yang masing-masing 

mempunyai implikasi moral yang berbeda 

satu sama lain, yakni pandangan retributif 

(retributive view) dan pandangan utilitarian 

(utilitarian view).21 Pandangan retributif 

mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran 

negatif terhadap perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh warga masyarakat sehingga 

pandangan ini melihat pemindanaan hanya 

sebagai pembalasan terhadap kesalahan 

yang dilakukan atas dasar tanggung jawab 

15 Soedarto, 1973, +XNXP�3LGDQD�-LKG���$, Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, Semarang, hlm. 7.
16 J.E. Jonkers, 1987, %XNX�3HGRPDQ�+XNXP�3LGDQD Hindia Belanda, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 350.
17 Moeljatno, 2002, $VDV�$VDV�+XNXP�3LGDQD, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 158.
18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 5.
19 Utrecht, 5DQJNDLDQ�6DUL�.XOLDK�+XNXP�3LGDQD�,,, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm. 360.
20 Andi Hamzah, 6LVWHP�3LGDQD�GDQ�3HPLGDQDDQ�,QGRQHVLD, GDUL�5HWULEXVL�NH�5HIRUPDVL, PT. Pradnya Paramita, 

Jakarta, 1986, hlm. 53.
21 Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California, hlm. 9.



� 0DUFXV��6LNDS�0HPLGDQD�<DQJ�%HURULHQWDVL�3DGD�7XMXDQ�3HPLGDQDDQ� 101

moralnya masing-masing. Pandangan ini 

dikatakan bersifat melihat ke belakang 

(EDFNZDUG�ORRNLQJ). Pandangan untilitarian 

melihat pemidanaan dari segi manfaat atau 

kegunaannya dimana yang dilihat adalah 

situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan 

dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu 

pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk 

memperbaiki sikap atau tingkah laku 

terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu 

juga dimaksudkan untuk mencegah orang 

lain dari kemungkinan melakukan perbuatan 

yang serupa. Pandangan ini dikatakan 

berorientasi ke depan (IRUZDUG�ORRNLQJ) 

dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan 

(detterence).22

Sementara Muladi, Bambang 

Poernomo, dan Van Bemmelen membagi 

teori-teori tentang tujuan pemidanaan 

menjadi 3 kelompok yakni : a) teori 

absolut (retributif); b) teori teleologis; 

dan c) teori retributifteleologis23 Teori 

absolut memandang bahwa pemidanaan 

merupakan pembalasan atas kesalahan 

yang telah dilakukan sehingga berorientasi 

pada perbuatan dan terletak pada terjadinya 

kejahatan itu sendiri. Menurut teori absolut 

sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan 

semata-mata karena orang telah melakukan 

sesuatu kejahatan yang merupakan akibat 

mutlak yang harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang melakukan 

kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk 

memuaskan tuntutan keadilan. Teori 

teleologis (tujuan) memandang pemidanaan 

bukan sebagai pembalasan atas kesalahan 

pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai 

tujuan yang bermanfaat untuk melindungi 

masyarakat menuju kesejahteraan 

masyarakat. Titik beratnya adalah pada 

tujuannya, yakni untuk mencegah agar 

orang tidak melakukan kejahatan. Akhirnya, 

teori retributif-teleologis memandang 

bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, 

yaitu menggabungkan antara prinsip-prinsip 

teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu 

kesatuan.24 Teori ini bercorak ganda, dimana 

pemidanaan mengandung karakter retributif 

sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik 

moral dalam menjawab tindakan yang salah. 

Sedangkan karakter teleologisnya terletak 

pada reformasi atau perubahan perilaku 

terpidana di kemudian hari. Oleh karena 

tujuannya bersifat integratif, maka tujuan 

pemidanaan adalah : a) pencegahan umum 

dan khusus; b) perlindungan masyarakat; 

c) memelihara solidaritas masyarakat dan 

d) pengimbalan/pengimbangan. Mengenai 

tujuan, maka yang merupakan titik berat 

sifatnya kasusistis.

Sesuai dengan pasang surut teori 

pemidanaan, teori pemidanaan yang 

bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena 

dianggap tidak berhasil.25 Berkenaan 

22 Herbert L. Packer,�,ELG���hlm. 10.
23 Muladi, 2S��FLW���hlm. 49-51. Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori
24 Teori ini juga sering dikenal sebagai teori integratif atau juga teori paduan.
25 Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, 

5DMD�*UD¿QGR�3HUVDGD��KOP�����
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dengan kritik terhadap teori pemidanaan 

yang bertujuan rehabilitasi, Sue Titus Reid 

mengintrodusir teori “Model Keadilan” 

yang dikenal juga dengan pendekatan 

keadilan atau model ganjaran setimpal (MXVW�

desert model). Model keadilan didasarkan 

pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, 

yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi 

(retribution). Dasar retribusi dalam MXVW�

desert model menganggap bahwa pelanggar 

akan dinilai dengan sanksi yang patut 

diterima oleh mereka mengingat kejahatan-

kejahatan yang telah dilakukannya. Sanksi 

yang tepat akan mencegah para pelaku 

kejahatan melakukan tindakan-tindakan 

kejahatan lagi dan mencegah orang-orang 

lain melakukan kejahatan.

Model keadilan yang diintrodusir oleh 

Sue Titud Reis tersebut di atas dianggap 

tetap mempunyai kelemahan. Kritik yang 

diajukan kepadanya adalah: pertama, desert 

WKHRULHV�mengabaikan perbedaan-perbedaan 

yang relevan antar para pelaku – seperti 

latar belakang pribadi pelaku dan dampak 

penghukuman kepada pelaku dan keluarganya 

– sehingga seringkali memperlakukan kasus 

yang tidak sama dengan cara yang sama. 

.HGXD, secara keseluruhan, tapi eksklusif, 

menekankan pada pedoman-pedoman 

pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan 

mempengaruhi psikologi dari penghukuman 

dan pihak yang menghukum.26

Selain MXVW�GHVHUW�PRGHO�masih terdapat 

model lain yang disebut UHVWRUDWLYH� MXVWLFH�

model yang seringkali dihadapkan pada 

UHWULEXWLYH�MXVWLFH�PRGHO. Muladi menyatakan 

bahwa UHVWRUDWLYH�MXVWLFH�PRGHO�mempunyai 

beberapa karakteristik yaitu27 kejahatan 

dirumuskan sebagai pelanggaran seorang 

terhadap orang lain dan diakui sebagai 

NRQÀLN�

a. titik perhatian pada pemecahan masalah 

pertanggungjawaban dan kewajiban 

pada masa depan;

b. sifat normatif dibangun atas dasar 

dialog dan negosiasi;

c. restitusi sebagai sarana perbaikan para 

pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai 

tujuan utama;

d. keadilan dirumuskan sebagai hubungan-

hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;

e. sasaran perhatian pada perbaikan 

kerugian sosial;

f. masyarakat merupakan fasilitator di 

dalam proses restoratif;

g. peran korban dan pelaku tindak pidana 

diakui, baik dalam masalah maupun 

penyelesaian hak-hak dan kebutuhan 

korban. Pelaku tindak pidana didorong 

untuk bertanggung jawab;

h. pertanggungjawaban si pelaku diru-

muskan sebagai dampak pemahaman 

terhadap perbuatan dan untuk memban-

tu memutuskan yang terbaik;

i. tindak pidana dipahami dalam konteks 

menyeluruh, moral, sosial dan ekono-

mis; dan

j. stigma dapat dihapus melalui tindakan 

restoratif.

5HVWRUDWLYH�MXVWLFH�PRGHO�diajukan oleh 

26 Micahel Tonry, 1996, 6HQWHQFLQJ�0DWWHUV, Oxford University Press, New York, hlm. 15.
27  Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 127-

129.
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kaum abolisionis yang melakukan penolakan 

terhadap sarana koersif yang berupa sarana 

penal dan diganti dengan sarana reparatif.28 

Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, 

maka dibutuhkan usaha-usaha yang 

kooperatif dari komunitas dan pemerintah 

untuk menciptakan sebuah kondisi dimana 

korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan 

NRQÀLN�PHUHND�GDQ�PHPSHUEDLNL� OXND�OXND�

mereka. 5HVWRUDWLYH� MXVWLce mengupayakan 

untuk me-restore keamanan korban, 

penghormatan pribadi, martabat, dan yang 

lebih penting adalah sense of control. 

E. Pengaturan Tujuan Pemidanaan di 

Masa yang Akan Datang

Dari aspek kebijakan kriminal, penetapan 

sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan 

melalui pendekatan rasional. Melalui 

pendekatan rasional, maka tujuan akhir dari 

penetapan sanksi pidana tidak terlepas dari 

penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh 

kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni 

perlindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan. Penetapan tujuan ini oleh Karl 

O. Christiansen dikatakan sebagai prasyarat 

yang fundamental.29 Pernyataan ini oleh 

Barda Nawawi Arief diberikan komentar, 

“6HKXEXQJDQ� GHQJDQ� PDVDODK� SLGDQD�

VHEDJDL� VDUDQD�XQWXN�PHQFDSDL� WXMXDQ� LWX��

PDND�VXGDK�EDUDQJ�WHQWX�KDUXV�GLUXPXVNDQ�

WHUOHELK�GDKXOX�WXMXDQ�SHPLGDQDDQQ\D�\DQJ�

GLKDUDSNDQ� GDSDW� PHQXQMDQJ� WHUFDSDLQ\D�

WXMXDQ� XPXP� WHUVHEXW�� %DUXODK� NHPXGLDQ�

GHQJDQ� EHUWRODN� DWDX� EHURULHQWDVL� SDGD�

WXMXDQ� LWX� GDSDW� GLWHWDSNDQ� FDUD�� VDUDQD��

DWDX� WLQGDNDQ� DSD� \DQJ� DNDQ� GLJXQDNDQ”. 

Menurut Barda Nawawi Arief, persoalannya 

sekarang apakah hukum pidana positif telah 

merumuskan tujuan pemidanaan itu. Sebab 

bila tidak, hal ini akan menyebabkan ketidak 

konsistenan (LQFRQVLVWHQF\) pada tahap 

kebijakan legislasi dalam membedakan 

jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. 

Padahal, tujuan pemidanaan inilah yang 

justru mengikat atau menjalin setiap tahap 

pemidanaan menjadi suatu jalinan mata 

rantai dalam suatu kebulatan sistem yang 

rasional.30

Dari sisi hukum positif, tujuan pemi-

danaan belum/ tidak ditemukan, tetapi wa-

cana tujuan pemidanaan telah dirumuskan 

di dalam konsep RUU KUHP. Di dalam 

Konsep RUU KUHP ditemukan ketentuan 

mengenai pemidanaan yang mengatur ten-

tang bagaimana pengadilan akan menentu-

kan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku 

yang didasarkan pada pertimbangan berbagai 

faktor untuk mencapai pemidanaan yang di-

anggap patut (proper). Faktor-faktor dalam 

pemidanaan sebagaimana diatur dalam Ba-

gian Kesatu berkaitan dengan tujuan pemi-

danaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan 

lain mengenai bagaimana pemidanaan akan 

diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pemidanaan dalam RUU 

KHUP dirumuskan dalam Pasal 54, sebagai 

berikut: 

28 ,ELG�, hlm. 125.
29 Karl O. Christiansen, Op. cit., hlm. 74.

� ³7KH�IXQGDPHQWDO�SUHUHTXLVLWH�RI�GH¿QLQJ�D�PHDQV��PHWKRG�RU�PHDVXUH�DV�UDWLRQDO�LV�WKDW�WKH�DLP�RU�SXUSRVH�WR�

EH�DFKLHYHG�LV�ZHOO�GH¿QHG�´
30 ,ELG.
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a. Mencegah dilakukannya tindak pidana 

dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan 

mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang yang baik dan berguna;

F�� 0HQ\HOHVDLNDQ�NRQÀLN�\DQJ�GLWLPEXONDQ�

oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan, dan mendatangkan rasa 

damai dalam masyarakat; dan

d. Membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana.

Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan 

bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan merendahkan martabat 

manusia.

Menurut Lembaga Studi dan Advokasi 

Masyarakat ELSAM, perumusaan empat 

tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP ter-

simpul pandangan mengenai perlindungan 

masyarakat (VRFLDO� GHIHQFH�, pandangan 

rehabilitasi dan resosialisasi terpidana.31 

Pandangan ini dipertegas lagi dengan men-

cantumkan tentang pemidanaan tidak di-

maksudkan untuk menderitakan dan meren-

dahkan martabat yang mengerucut pada dua 

kepentingan, yakni perlindungan masyarakat 

dan pembinaan bagi pelaku.

Dihubungkan dengan teori pemidana-

an, tujuan yang dirumuskan dalam konsep 

naskah RUU KUHP di atas nampak ber-

landaskan pada teori pemidanaan relatif 

yang mempunyai tujuan untuk mencapai 

manfaat untuk melindungi masyarakat dan 

menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan 

pemidanaan bukan merupakan pembalasan 

kepada pelaku dimana sanksi ditekankan 

pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar 

orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini 

juga sesuai dengan pandangan utilitarian 

VHEDJDLPDQD� GLNODVL¿NDVLNDQ� ROHK� +HUEHW�

L. Paker, yaitu untuk menyelesaikan kon-

ÀLN� \DQJ� GLWLPEXONDQ� ROHK� WLQGDN� SLGDQD��

memulihkan keseimbangan, dan mendatang-

kan rasa damai dalam masyarakat. Dengan 

demikian, tujuan pemidanaan dalam konsep 

naskah RUU KUHP adalah berorientasi ke 

depan (IRUZDUG�ORRNLQJ).

Konsep naskah RUU KUHP juga 

mengakui adanya kondisi-kondisi yang 

meringankan yang melekat pada si pelaku 

pemidanaan dan kondisi obyektif yang 

tercantum dalam Pasal 55 tentang pedoman 

pemidanaan. Pasal 55 RUU KUHP ayat (1), 

dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan : 

a) kesalahan pembuat tindak pidana; b) motif 

dan tujuan melakukan tindak pidana; c) sikap 

batin pembuat tindak pidana; d) apakah 

tindak pidana dilakukan dengan berencana; 

e) cara melakukan tindak pidana; f) sikap dan 

tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 

pidana; g) riwayat hidup dan keadaan sosial 

ekonomi pembuat tindak pidana; h) pengaruh 

pidana terhadap masa depan pembuat tindak 

pidana; i) pengaruh tindak pidana terhadap 

korban atau keluarga korban; j) pemaafan 

dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau 

k) pandangan masyarakat terhadap tindak 

pidana yang dilakukan. Selanjutnya di 

dalam ayat (2) di nyatakan bahwa ringannya 

perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau 

keadaan pada waktu dilakukan perbuatan 

31 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3 hlm. 17.
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atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan 

dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan 

pidana atau mengenakan tindakan dengan 

mempertimbangkan segi keadilan dan 

kemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan yang dirumus-

kan di dalam konsep, nampaknya landasan 

pelaksanaan pemidanaan lebih condong pada 

penerapan teori relatif dan mengarah pada 

teori integratif. Pandangan teori ini mengan-

jurkan adanya kemungkinan untuk menga-

dakan artikulasi terhadap teori pemidanaan 

yang mengintegrasikan beberapa fungsi 

sekaligus retribution yang bersifat utilitar-

ian dimana pencegahan dan sekaligus reha-

bilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sa-

saran yang harus dicapai oleh suatu rencana 

pemidanaan. Indikasi landasan pelaksanaan 

pemidanaan lebih condong pada penerapan 

teori relatif dan mengarah pada teori integra-

tif sebagaimana dirumuskan pada Pasal 55 

yang mengatur dipertimbangkannya riwayat 

hidup dan sosial ekonomi pembuat tindak 

pidana, pengaruh pidana terhadap masa de-

pan, permaafan korban dan/atau keluargan-

ya, dan juga pandangan masyarakat terhadap 

tindak pidana yang dilakukan.

Selain pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana disebut Pasal 55, didalam 

penjelasan ketentuan mengenai pedoman 

pemidanaan juga dikatakan bahwa hakim 

dapat menambahkan pertimbangan lain yang 

dengan maksud agar pidana yang dijatuhkan 

bersifat proporsional dan dapat dipahami 

baik oleh masyarakat maupun terpidana. 

Hakim juga mempunyai kekuasaan untuk 

memberikan maaf, berdasarkan asas 

UHFKWHOLMNH�SDUGRQ, seseorang yang bersalah 

melakukan tindak pidana yang sifatnya 

ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini 

dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap 

harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti 

melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya.

Dengan diperhatikannya nilai-nilai 

humanistik tersebut di atas, nampaknya 

penyusun konsep naskah RUU KUHP juga 

telah memperhatikan ide individualisasi 

pidana��Menurut Barda Nawawi Arief32 ide 

individualisasi pidana mengandung beberapa 

karakteristik, yaitu:

�� pertanggungjawaban pidana bersifat 

pribadi;

�� pidana hanya diberikan kepada orang 

yang bersalah (asas culpabilitas)

�� pidana harus disesuaikan dengan 

karakteristik dan kondisi si pelaku. 

Hal ini berarti harus ada kelonggaran / 

ÀHNVLELOLWDV�EDJL�KDNLP�GDODP�PHPLOLK�VDQNVL�

pidana menyangkut jenis maupun berat 

ringannya sanksi, dan harus ada kemungkinan 

PRGL¿NDVL� SLGDQD� EHUXSD� SHUXEDKDQ�

penyesuaian dalam pelaksanaannya.

F. Penutup 

Sikap memidana aparat penegak hukum 

terhadap setiap perkara pidana tertentu 

yang terbukti dipersidangan tidak selaku 

memberikan manfaat bagi terpidana sesuai 

tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. 

Dengan dianutnya ide individualisasi pidana 

dan dicantumkannya pedoman pemidanaan 

yang mengikat bagi keseluruhan sub sistem 

peradilan pidana diharapkan pemidanaan 

32 Barda Nawawi Arief, 1996, %XQJD�5DPSDL�.HELMDNDQ�+XNXP�3LGDQD, Citra Aditya Bandung, hlm. 43.
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di masa mendatang akan lebih bermanfaat 

bagi terpidana maupun terhadap pencapaian 

tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.

Mengingat dalam perundang-undangan 

pidana yang berlaku pada saaat ini belum 

diatur tentang pedoman pemidanaan, maka 

dalam menjatuhkan putusan pidana, sebai-

knya hakim tidak hanya menekankan puni-

tive attitude tetapi harus diimbangi dengan 

terapeutic attitude dengan memperhatikan 

pedoman pemidanaan sebagaimana telah di-

rumuskan dalam Pasal 55.

Bahwa keserampakan gerak dalam 

mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan 

pidana sangat ditentukan oleh penghayatan 

para aparat penegak hukum atas pandangan-

pandangan dan falsafah yang secara 

menyeluruh mendasari jalannya sistem 

peradilan pidana, sehingga internalisasi 

atas nilai-nilai perundang-undangan pidana 

mutlak harus dilakukan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing sub sistem 

peradilan pidana melalui sinkronisasi tiga 

pilar administrasi peradilan tersebut di atas.
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